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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1.  Konsumen yang menjadi korban promosi produk skincare yang 

mengandung overclaim berhak memperoleh perlindungan hukum 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (UUPK). Perlindungan tersebut diberikan karena konsumen 

memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur 

mengenai produk yang digunakan. Apabila konsumen mengalami kerugian 

akibat klaim yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka konsumen berhak 

mendapatkan perlindungan hukum serta menuntut pertanggungjawaban dari 

pihak yang menyebabkan kerugian tersebut. 

2.  Perlindungan hukum terhadap konsumen juga diatur dalam Pasal 17 ayat 

(1) huruf a dan huruf b UUPK, yang melarang pelaku usaha maupun pihak 

yang melakukan promosi menyampaikan iklan yang mengelabui konsumen 

atau memberikan informasi yang keliru mengenai kualitas, manfaat, maupun 

kegunaan suatu produk. Oleh karena itu, promosi produk skincare yang 

mengandung overclaim dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang 

melanggar ketentuan UUPK. Terhadap pelanggaran tersebut, pelaku usaha 

dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK, 
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sehingga memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi 

konsumen yang dirugikan. 

B. SARAN 

1. Pemerintah, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta pihak terkait 

lainnya perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh stakeholder, 

termasuk pelaku usaha, influencer, dan masyarakat, mengenai larangan promosi 

produk yang mengandung overclaim. Sosialisasi tersebut penting agar para pihak 

memahami ketentuan hukum yang berlaku serta konsekuensi hukum yang dapat 

timbul apabila melakukan promosi yang menyesatkan konsumen. 

2. Konsumen perlu diberikan edukasi yang lebih luas agar lebih berhati-hati dalam 

menerima informasi promosi yang disampaikan oleh influencer di media sosial, 

khususnya terkait produk skincare. Konsumen hendaknya lebih cermat dalam 

memeriksa legalitas produk, kebenaran klaim yang disampaikan, serta tidak mudah 

terpengaruh oleh promosi yang menjanjikan hasil berlebihan tanpa didukung bukti 

yang jelas, sehingga dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk yang 

mengandung overclaim. 
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